
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021; 

BUPATI KEBUMEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 
NOMOR 68 TAHUN 2021 

BUPATI KEBUMEN 
PROVINS! JAWA TENGAH 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 
170); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 8). 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Peme_rintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kebumen. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

11. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 
Pemerintah Daerah yang memberi manfaatjangka pendek. 

12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode 
akuntansi. 

13. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Behan APBD 
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 
diprediksi sebelumnya. 

14. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada 

pemerintah desa. 
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Pasal 1 
II ~ .... 
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Rp2.741.71 l.600.000,00 
Jumlah pendapatan daerah 
setelah perubahan 

Rp2. 752.338.008.000,00 
Rp (10.626.408.000,00) 

a. Semula 
b. (Berkurang) 

Pasal 2 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar 
Rp2.822.915.166.000,00 bertambah sebesar sebesar Rp140.246.743.000,00 
sehingga menjadi Rp2.963.161.909.000,00, dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan daerah 

16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

19. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 
Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 

20. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai 
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 

21. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang 
merupakan urusan Daerah. 

22. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka 
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar­ 
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 

24. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
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d. Lampiran IV 

Hi bah; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
e. Lampiran V 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran c. Lampiran III 

b. Lampiran II Urusan 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD Menurut 

a. Lampiran I 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas: 

Rp 0,00 

Rp 216.350.309.000,00 
Jumlah pembiayaan neto 
setelah perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan 

Rp 5.100.000.000,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp 4.500.000.000,00 
2) Bertambah Rp 600.000.000,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan 

Rp 221.450.309.000,00 

3. Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp 70.577.158.000,00 
2) Bertambah Rp150.873.151.000,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

Rp2.958.061.909.000,00 

(Rp 216.350.309.000,00) Defisit setelah perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp2.818.415.166.000,00 
b. Bertambah Rp 139.646.743.000,00 
Jumlah belanja daerah 
setelah perubahan 
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Pembina 
NIP.19800417 200604 2 015 

IRA PUSPIT 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB P TEN KEBUMEN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 68 

AHMAD UJANG SUGIONO 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

Diundangkan di Ke bumen 
pada tanggal 8 Oktober 2021 

ARIF SUGIYANTO 

ttd 

BUPATI KEBUMEN, 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Oktober 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 

f. Lampiran VI 
II I!) :r . 


